SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 15 TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 3 TAHUN
2017 TENTANG PENCALONAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 54/PUU-XIV/2016 tanggal 14 Juni 2017 yang
menyatakan bahwa Pasal 41 ayat (1) dan ayat (2)
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang
bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki
kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai
tidak mengacu pada nama yang termuat/tercantum
dalam Daftar Pemilih Tetap melainkan pada jumlah
penduduk yang telah memiliki hak pilih;

b. bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 54/PUU-XIV/2016 tanggal 14 Juni 2017 yang
menyatakan bahwa Pasal 41 ayat (3) Undang-Undang



Mengingat

Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan
Walikota menjadi Undang-Undang bertentangan dengan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat
sepanjang tidak dimaknai tidak mengacu pada nama
yang termuat/tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap
melainkan pada jumlah penduduk yang telah memiliki
hak pilih;

bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 54/PUU-XIV/2016 tanggal 14 Juni 2017 yang
menyatakan bahwa Pasal 48 ayat (9) Undang-Undang
Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan
Walikota menjadi Undang-Undang bertentangan dengan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat
sepanjang kata tidak dalam pasal dimaksud dimaknai
nama-nama pendukung calon perseorangan,

bahwa  berdasarkan  pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang
Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,
dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan
Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656)



Menetapkan

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5898);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017
tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota
dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 826);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG PENCALONAN PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI, DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA.

Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,
dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 826), diubah sebagai
berikut:



Ketentuan huruf f ayat (1) Pasal 4 diubah dan diantara
huruf f dan huruf g ayat (1) Pasal 4 disisipkan 1 (satu)
huruf yakni huruf f1, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 4
(I) Warga Negara Indonesia dapat menjadi Calon

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil

Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota

dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

b. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-
cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945,
dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

c. berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan
tingkat atas atau sederajat;

d. Dberusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun
untuk Calon Gubernur dan Wakil Gubernur
dan 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon
Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Walikota
dan Wakil Walikota terhitung sejak penetapan
Pasangan Calon;

€. mampu secara jasmani, rohani dan bebas
penyalahgunaan narkotika berdasarkan hasil
pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim
dokter yang terdiri dari dokter, ahli psikologi
dan Badan Narkotika Nasional (BNN);

f. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan
putusan pengadilan yang telah memperoleh
kekuatan hukum tetap;

fl1. bagi terpidana yang tidak menjalani pidana di
dalam penjara meliputi:

1. terpidana karena kealpaan ringan (culpa
levis);

2. terpidana karena alasan politik; atau



3. terpidana lain yang tidak menjalani pidana
dalam penjara,
wajib secara terbuka dan jujur mengemukakan
kepada publik bahwa yang bersangkutan
sedang menjalani pidana tidak di dalam
penjara;
bagi Mantan Terpidana yang telah selesai
menjalani masa pemidanaannya, secara
kumulatif, wajib memenuhi syarat secara
terbuka dan jujur mengemukakan kepada
publik dan bukan sebagai pelaku kejahatan
yang berulang, kecuali bagi Mantan Terpidana
yang telah selesai menjalani masa pidananya
paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal
pendaftaran;
bukan Mantan Terpidana bandar narkoba atau
Mantan Terpidana kejahatan seksual terhadap
anak;
tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan
putusan pengadilan yang telah mempunyai
kekuatan hukum tetap;
tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
menyerahkan daftar kekayaan pribadi;
tidak sedang memiliki tanggungan utang secara
perseorangan dan/atau secara badan hukum
yang menjadi tanggung jawabnya yang
merugikan keuangan negara;
tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan
putusan pengadilan yang telah mempunyai
kekuatan hukum tetap;
memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan
memiliki laporan pajak pribadi;
belum pernah menjabat sebagai Gubernur atau
Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati,
atau Walikota atau Wakil Walikota selama 2
(dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang

sama untuk Calon Gubernur atau Calon Wakil



Gubernur, Calon Bupati atau Calon Wakil
Bupati dan/atau Calon Walikota atau Calon
Wakil Walikota, dengan ketentuan:

1.

penghitungan 2 (dua) kali masa jabatan
dihitung berdasarkan jumlah pelantikan
dalam jabatan yang sama, yaitu masa
jabatan pertama selama 5 (lima) tahun
penuh dan masa jabatan kedua paling
singkat selama 2 ' (dua setengah) tahun,
dan sebaliknya;
jabatan yang sama sebagaimana dimaksud
pada angka 1, adalah jabatan Gubernur
dengan Gubernur, jabatan Wakil Gubernur
dengan Wakil Gubernur, jabatan
Bupati/Walikota dengan Bupati/Walikota,
dan jabatan Wakil Bupati/Walikota dengan
Wakil Bupati/Walikota;
2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan
yang sama, meliputi:
a) telah 2 (dua) kali berturut-turut dalam
jabatan yang sama;
b) telah 2 (dua) kali dalam jabatan yang
sama tidak berturut-turut; atau
c) 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama
di daerah yang sama atau di daerah
yang berbeda;
perhitungan S (lima) tahun masa jabatan
atau 2 '2 (dua setengah) tahun masa
jabatan sebagaimana dimaksud pada
angka 1, dihitung sejak tanggal pelantikan
sampai dengan akhir masa jabatan
Gubernur dan Wakil Gubernur, atau
Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota
dan Wakil Walikota yang bersangkutan;

dan






